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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Disabilitas fisik merupakan kelompok masyarakat yang beragam diantara
penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental

maaupun gabungan dari disabilitas.*fisik dan mental. Kondisi penyandang

k pada kemampuan untuk

layak diberikan hak sesuai dengan kebutuhannya sebagai warga Negara. Akan
tetapi terkadang penyandang disabilitas dipandang sebelah mata karena
keterbatasan fisik sehingga kebutuhannya sulit terpenuhi . tentunya gambaran

seperti ini sering kita jumpai. Hal seperti ini perlu diubah terkait bagaimana



menyediakan kebutuhan sesuai dengan kemampuan ataupun bagi penyandang
disabilitas itu sendiri.

Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Cacat yang memeberikan landasan hukun secara tegas

mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam konsisderan Undang

Undang penyandang caca
Disabilitas adalah setiap«6 ceterbatasan fisik, intelektual,

/0.5 MUK =
mental, dan/atau.-se -v’rk oy .q
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“ dalam pasal 1 bahwa: Penyandang

asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh

dan setara;
2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan

hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang disabilitas;



3. Melindungi Penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi,
pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi

manusia.

Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga

ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang

Hak Asasi Manusia (UU HANM 1yebutkan bahwa : "Setiap penyandang
cacat, orang yang be f

kemudahan daflg 1’3:‘\ e

Wk

jiwa. Teguh

Jkarena usia tersebut masyrakat dinilai sudah bisa mengidentifikasi dirinya
sendiri. Sehingga pendataan yang dilakukan menjadi cukup propesional (BPS
2016). Selain itu Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan hanya menagani
administrasi dari pada penyandang disabilitas ini dan belum memeiliki rencana

atau program kedepan.



Tabel 1.1 Jumlah Penyadang disabilitas dikota Makassar

NO Jenis Kecacatan Jumlah Jumlah

Laki- Laki | Perempuan

1 Tuna Daksa 7 15 22
2 Tuna Netra 108 66 174
3

4

5 S KASS, ,.%A
& W R
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i 10 juta jiwa
esi Selatan bersama

or Disability and Healty (ICF)
mengungkapkan bahwa jumlah penyandang disabilitas hingga tahun 2016 ini di
Sulsel mencapai 82.170 orang. Selain itu jumlah penyandang disabilitas yang
menggunakan BRT Mammnisata kota Makassar mencapai 30% dalam satu tahun.
Jumlah penyandang disabilitas hanya sebagian kecil dari mereka yang

mendapatkan perlakuan yang layak seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan



dan pekerjaan. Padahal mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan
jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan Negara yang terdiri dari
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

serta perusahaan swasta termasuk di dalamnya koperasi. Kemudian dalam hal

kesehatan, penyandang disab memiliki hak untuk menerima pelayanan

siks
Wy

“mempermudah- ke
Sz

kecacatan utama seper

intelektual. Pernyataan tersebut senada dengan fakta yang ditemukan oleh Maria
(HWDI) semakin meningkatnya penyandang disabilitas fisik. Masyarakt umum
terkandang hanya memandang kasian atau kurang peduli terhadap keberadaan

penyandang disabilitas fisik.



Dampak dari ketiadaan fasilitas umum yang tidak aksesibel bagi difabel
cukup besar menyangkut ramah ekonomi, pendidikan,sosial budaya, dan politik.
Mayoritas para difabel hidup dalam taraf ekonomi serta tingkat pendidikan yang
rendah karena tidak adanya ruang publik yang memungkinkan mereka untuk

dapat menjalankan aktifitas ekonomi dan pendidikan secara wajar sebagaimana

anggota masyarakat lain. Di
memiliki ruang yang cukus’. <an, potensi diri yang dimilikinya.
Pada akhirnya pere 4{ Erf'.‘ MU H,.ﬂgﬂ'i\t te
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sebuah solusi bagi
pemerintah  kota Makassar dalam hal penyediaan fasilitas bagi penyandang
disabiltas fisik dalam hal pemenuhan kebutuhan transportasi yang ramah dan
nyaman seperti biuding block,penyediaan tangga khusus disabilitas serta biaya
dapat dijangkau. Nlamun berdasarkan data di lapangan setelah di lakukan

observasi awal,peneliti menemukan keadaan yang berbeda. Akses sarana dalam



pelayanan publik yang dibutuhkan penyandang disabilitas masih sangat terbatas
hambatan yang ada, biasanya terkait denagn hambatan arsitektural yang sulit
diakses oleh penyandang disabilitas sehingga mereka kehilangan hak dalam
mendapatkan mendapatkan pelayanan (Tarsidi 2008).

Sebenarnya Pemerintah telah menjajikan kemudahan dalam aksesibilitas bagi

dang No 8 Tahun 2016 tentang
6 itas kepada
“:‘f-. =

penyandang disabilitas fISIk dalam

odifikasi Kurang dipromosikan
penggunaannya serta belum tersertifikasi aman, bus yang dipergunakan hingga
saat ini sebagian besar belum menyediakan ruang khusus untuk kursi roda
maupun tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang disabilitas rambu,

marka dan informasi belum dapat diterima dan dipahami oleh semua orang, staff



bus belum secara merata mengetahui dan mampu melayani pengguna penyandang
disabilitas secara baik dan benar.

Bedasarkan penjelasan melalui latar belakang maka dengan uraian
permasalahan diatas penulis tertarik meneliti tentang “Aksesibilitas Penyandang

Disabilitas Fisik Pada Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasangta Kota

Makassar”

B. Rumusan Masalah

andang disabilitas fisik.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan

pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk
penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan

terhadap Aksesibiltas penyandang disabilitas fisik

b. Sebagai bahan 'u. m upaya penegakan terhadap Akesibilitas

Penyada \

WhASS4g

O '!!'f :

Mad
"\\u‘#




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Aksesibilitas
1. Pengertian Aksebilitas
Aksebilitas berasal dari kata yang berarti jalan masuk. Aksesibilitas

sendiri berarti hal dapat dijadian akses. Akses merupakan tujuan utama

kebutuhan

y

angkutan darat.

untuk penyandang

cacat dan orang sakit pada sarana angkutan jalan.

Konsep pelayanan publik, pelayanan publik yang baik harus
menerapkan semua prinsip dan azas pelayanan publik. Semua prinsip
tersebut harus di penuhi oleh lembaga pelayanan publik demi terciptanya

kesejatraan masyarakat yang berkesinambungan.Tetapi pada kenyataannya

10
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lembaga pemerintah sering kali lupa tentang prinsip keadilan dan

pemerataan bagi semua penerima layanan (aksesibilitas) atau sering di

sebut dengan equity (Ratminto dan Winarsi.2005) dalam (Seto,2013).
Aksesibilitas merupakan bagian yang mempunyai peran sangat

vital bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut peraturan Menteri

)’n Pedoman Teknis Fasilitas dan
dan_ lingkungan, secara umum

Pekerja Umum No.30 tahup

.‘_j' v,
s
i

u ﬁl&%ﬂlﬂ@)

Para suraman dalam Tjiptono (2002) mengukapakan bahwa aksesibilitas

secara khusus dalam pelayanan publik menyangkut seberapa mudah
pelayanan publik tersebut bisa diakses oleh masyarakat. Aksesibilitas juga

merupakan dimensi yang dijadikan sebagai ukuran kualitas sebuah jasa.

Aksesibilitas adalah konsep yang luas dan fleksibel.Kevin

Lynchmengatakan aksesibilitas adalah masalah waktu dan juga tergantung
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pada dayatarik dan identitas rute perjalanan (Talav Era, 2012). Derek
Halden Concultancy (DHC, 2000) Aksesibilitas adalah bagian dari orang
atau tempat. Apa peluang yang akan dicapai — fungsi tata guna lahan,
aktivitas di dalamnya, atau sumber daya (termasuk orang-orang) yang

memungkinkan orang itu memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana:

faktor-faktor yang mang dengan tempattempat seperti

akin rendah tingkat

itu dijangkau dari

daerah lainnya (Mohammed,2010).

Faktor yang mempengaruhi fungsi rendahnya aksesibilitas adalah
topografi,sebab dapat menjadi penghalang bagi kelancaran untuk

mengadakan interaksi di suatu daerah (Mohammed,2010).
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Tabel 2.1 Hambatan Aksesibilitas Terhadap Transportasi

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (stap) suatu kebijakan
tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari
sumber daya yang cukup kulalitas dan
kuantitasnya

Aspek Fisik

Desain Kendaraan yang sesuai dengan
penggunan

2. Indikator Aksesibilitas

%

-

i

i

Indikator aksesibilitas secara sederhana dapat dinyatakan dengan

jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya, dikatakan

aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi(Tamin,2000). Sebaliknya

jika berjauhan aksesibilitas antara keduanya rendah.Selain jarak dan

waktu, biaya juga merupakan beberapa indikator aksesibilitas.Apabila
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antar kedua tempat memiliki waktu tempuh yang pendek maka dapat
dikatakan kedua tempat itu memiliki aksesibilitas yang tinggi.Biaya juga
dapat menunjukkan tingkat aksesibilitas.Biaya disini dapat merupakan
biaya gabungan yang menggabungkan waktu dan biaya sebagai ukuran
untuk hubungan transportasi (Mohammed, 2010).

Selain biayaang sangat erat kaitanya dengan

kebijakan trasportas kchiatan dan transportasi terjadi

/ g.ﬁv MUH."! \ ikansportasi. Bila akses

“\P KAqwgl 28 lebih menarik,
\\dﬂﬁ.{//

'*(J.JQ %G an akan

tentang Aksesibilitas pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan diatur mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang
layak bagi penyandang disabilitas. Bangunan yang dimaksud memberikan
keselamatn, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi pengguna,

sehingga tidak hanya bagi non-disabilitas, tapi juga bagi penyandang

disabilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua
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orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan
kesamaan kesempatan dalam segala bnetuk aspek kehidupan dan
penghidupan.

Aksesibilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan,

kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang

disabilitas dan Iansi A
memadai terp

rlukan semua sarana dan upaya yang

Ny

'E]r

Aksesibel disini menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
468/KPTS Tahun 1998 diartikan sebagai kondisi suatu tapak, bangunan,
fasilitas, atau bagian darinya yang memenuhi persyaratan teknis
aksesbilitas. Kondisi aksesibel ini dirujuk kepada beberapa fasilitas sarana

dan prasarana yang ramah bagi kelompok difabel, yakni jalur pejalan kaki
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(pedestrian), pintu, lift, ramp, kamar kecil dan lain sebagainya. Halte
sebagai area pemberentian kendaraan pun perlu sarana yang dapat
memudahkan calon penumpang apalagi mereka yang memiliki kebutuhan
khusus seperti para lansia bahkan para penanyandang disabilitas.

Transportasi umum yang lebih menjadi sorotan adalah Bus Rapid Transit

Mamminasata yang direncapdkan_menjadi angkutan umum yang asesibel

bagi siapa sa mbatan penghubung juga
men;j - ' ..115 MUH4 Y 2

W o
e
s
“:3' ."‘:'_ el
A

lestrian yang
agi pejalan kaki
bergerak secara
digunakan oleh penyandang
disabilitas. Dengan adanya keterbatasan, mereka perlu sarana
pendukung yang membuataman, nyaman yang bagi pergrkana
mereka.

b) Jalur Pemandu
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jalur yang memandu penyandang disabiltas untuk berjalan dengan
memanfaatkan tekstur ubin peringatan. Jalur pemandu ini
digunakan terutama bagi penyanadamg disabilitas netra untuk

dapat mengetahui keadaan lingkungan sekitar serta saat mereka

berada

arena itu,

akkan di bagian bawah pintu
diperlukan bagi pengguna kursi roda.Toleransi perbedaan muka
lantai bangunan dengan muka lantai ruang lift maksimurn 1,25 mm.
b).Ramp
Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7°,

perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran



18

ramp (curb ramps/landing) Sedangkan kemiringan suatu ramp yang
ada di luar bangunan maksimum 6°. Permukaan datar awalan atau
akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik
diwaktu hujan. Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang

cukup sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari.

Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ramp.

B.Pelayanan Publik

B

) o\

/.:{5

ebutuhan antara penerima
dan pemberi pelayanan.A.S.Moenir A(2002) menyatakan bahwa proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah
yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan
yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang

diperlukan orang lain.
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Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di
bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat
non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara
pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya
dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh

organisasi non komersial

|asanya adalah pemerintah. Kegiatan

Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau

unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Menurut A.S. Moenir
(1995),unsur-unsur tersebut antara lain :

a) Sistem, Prosedur dan Metode
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Yaitu didalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi,
prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan
pelayanan. Dimana sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi
informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya, prosedur adalah

serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus

ya ruang tunggu dan tempat
parkir yang memadai ataupun semua yang menunjang segala kegiatan
demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai.
d). Masyarakat sebagai pelanggan
Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan

sangatlahheterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. Tanpa
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adanya masyarakat yang bertindak sebagai pelanggan maka proses
pelayanan aksesibiltas tidak akan bisa berjalan sesuai dengan
prosedurnya. Selain itu masyarakat juga dapat menjadi penentu baik
buruknya kualitas pemerintah.

3.Standar Pelayanan Publik

Secara teoritis, tuj Iayanan publik pada dasarnya adalah

Poltak

puan pemberi dan peneriman
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d) Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan

danharapan masyarakat.
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e) Keamanan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,
agama,ras,golongan, gender dan status ekonomi.
f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak

dankewajiban ma vihak.
Dalam pr ayanan diatur juga mengenai

/{p‘% MUH.44>

prinsippela alap=-mendukung jalannya
/ » Y\

‘Q"GJ-‘ i .:KAS‘S;F"," : --'1? Jurut  keputusan
< N RN

in

=

prosedur

dan mudah

vanan publik; unit
jawab
keluhan atau
persoalandan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian
biayapelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c) Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun

waktu yang telah ditentukan. Kepastian waktu merupakan salah satu



23

penentu kualitas dalam memberikan pelayanan, karena akan
pelayanan yang sesuai dengan waktunya akan memberikan kepuasan
bagi masyarakat.

d) Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

Selain itu juga t i, tepat, cermat, seksama, akurat. Dalam
i ifnfg s. “karena dari sumber informasi

g) Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung
lainnyayang memadai termasuk penyediaan sarana
teknologitelekomunikasi dan informatika.

h) Kemudahan akses
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Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,
mudahdijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan
teknologitelekomunikasi dan informatika.

i) Kedisiplinan, kesopan dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan

santun,ramah, serta mem#bgrikan pelayanan dengan ikhlas.

yang

ajib ditaati oleh

Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak

terrjadi permasalahan dikemudian hari. Prosedur pelayanan harus di
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tingkatkan melalui standar pelayanan minimal, sehingga pihak
penerima pelayanan dapat memahami mekasnismenya.
b) Waktu penyelesaian
Waktu  penyelesaian  yang  ditetapkan  sejak  saat
pengajuanpermohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan

termasukpengaduan. Semalin cepat waktu penyelasaian pelayanan,

diterima sesuai dengan ketentuan
yangtelah ditetapkan. Produk pelayanan harus di pahami secara baik,
sehingga memang membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat
e) Sarana dan prasarana
Penyedia sarana dan prasarana merupakan salah satu dari

standar pelayanan publik. Penyediaan sarana dan prasarana yang
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memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan
menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan
f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu

dari standar pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

harus di tetapkadasarkan pengetahuan, keahlian,
keteramp : g, di butuhkan agar pelayanan
N s MUk ;,\

“}?} \R\P.KAS'S.Q 4., f a : diatas

- ﬁ\.ﬂm.;//
:"%‘:.“:‘%‘3* ,uéw"w 2

.-l"'
irl

ak Penyandang Cacat dan
Protokol Opsional terhadap konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember
2006) penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin
oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal
dan atau/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik

yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau
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mentalnya. Secara yuridis pengertian penyandang disabilitas di atur dalam
pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 1997 sebagai berikut :

Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang
dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk

melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari :

a) Penyandang cacat fisik

b) Penyandang

Kelainan struktur atau fungsi

anatomi.
b) Disability diartikan sebagai suatu ketidak mampuan melaksanakan
suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal

yang disebabkan oleh kondisi impairment.



28

¢) Handicap diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi,
keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun
psikologi yang dialmi oleh seseorang disebabkan ketidaknormalan.
Penyandang disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang
membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau

kemampuan motorik iIitas fisik lainnya termasuk
kehidupan sehari-hari. Misalnya

gangguan yang meffia

ditegaskan bahwa
penyandang cacat/disbilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat
yang memilimi kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan
memiliki kriteria masalah sosial.

a) .Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).
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Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang
disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang
bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan(kehilangan organ
tubuh), polio dan lumpuh.

b) .Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).

Tunanetra a dividu yang memiliki hambatan dalam

fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan,
dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan
organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorikyang

berkaitan dengan bicara.
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Menurut Convention On The Rights of PersonsWith Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas) yang telah
disahkan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention
On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak
penyandang disabilitas) pasal 1, penyandang disabilitas termasuk mereka

yang memiliki keterbatasan fisi, mental, intelektual, atau sensorik dalam

b ?"ﬂ
sehut sebagai pe

engeimula akte kinerja sistem transportasi
kereta api modern. Satu sistem BRT biasanya akan dikenakan biaya 4-20 kali
lebih kecil dari Light Rail Transit (LRT) dan 10-100 kali lebih kecil dari
sistem Kkereta api bawah tanah. Istilah BRT telah muncul dari penerapannya di

Amerika Utara dan Eropa.



31

Meskipun memiliki istilah yang bervariasi antara satu negara dengan
negara lain, tetapi memiliki prinsip dasar yang sama, seperti : kualitas,
pelayanan kendaraan yang bersaing dengan transportasi umum lainnya
dengan ongkos yang dapat terjangkau. Untuk memudahkan, istilah BRT atau

busway akan sering digunakan dalam menggambarkan sistem ini.Bus Rapid

Transit (BRT) adalah

mempunyai transi ang dikombinasikan station

/ Ny MUH4 \l elligent Transportation
&p“KASIS 4 ’F'@“\\ identitas yang
o= \\dihhff

\v-n,.; 5 ..a..luj- 'Wﬂ— & 'j;, greta api

moda dengan roda Kkaret yang

(halte),kenda

transit orientasi
Klien 5 # apatar dan harga yang
terjangkau.”(Wright, adalah suatu moda
transportasi yang cepat yangmengkombinasikan kualitas transportasi kereta
dan flesibiltas bus.’(Tomas, 2001).Semua definisi ini menetapkan Bus Rapid
Transit BRT terpisah dengan pelayanan bus konvensional. Bahkan, definisi
cenderung menunjukkan bahwa BRT banyak kesamaan dengan sistem

berbasis rel, terutama dalam hal kinerja operasi dan pelayanan terhadap
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penumpang. BRT telah berusaha mengambil aspek sistem LRT dan metro
dan paling disayangi oleh pelanggan angkutan umum dan membuat atribut-
atribut lebih untuk mudah diakses berbagai kutipanlebih luas. Perbedaan
utama antara BRT dengan sistem rel pada perkotaan adalah bahwa BRT

biasanya dapat memberikan layanan transportasi umum dengan kualitas yang

tinggi dan dengan blayangkau oleh masyarakat. Transit
, yakni merupakan sebuah

Cooperative Reses \
an karet yang
.1;0 alur khusus dan

di lr,
e tl r-‘%:\?_}‘f.; f//{

terganggunya mobilitas yang

bersangkutan.(Novian, 2011).

Permasalahan yang dialami oleh penyandang cacat/disabilitas fisik
yakni dimana mereka masih sangat terdiskriminsikan. Penyandang
cacat/disabilitas fisik terbelunggu oleh adanya keterbatasan dalam

mengembangkan potensi dirinya, kesempatan untuk belajar sangat terbatas
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atau tidak ada sama sekali, tidak mampu untuk hidup mandiri secara ekonomi
serta ketergantungan hidup pada orang lain secara soial dan ekonomi.

Melihat permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu aksesibilitas
penyandang cacat/disabilitas fisik. Tentu saja usaha tersebut tidak dapat

dilakukan oleh penyandang cacat/disabilitas fisik sendiri, tetapi diperlukan

campur tangan pihak Iai Sosial Republik Indonesia, Kota

18

Makassar, Per -\v Disabilitas Indonesia
s A Y

!.\n‘ akan, ‘bagan kerangka

3.Biava 2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Publik Pada
Layanan BRT Kota Makassar
Bagi Disabilitas Fisik

Gambar 2.2 Kerangka Pikir
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E. Fokus Penelitian

Penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Akaesibilitas
penyandang disabilitas fisik pada layanan Bus Rapid Transit kota Makassar .
Guna Untuk Meningkatkan pelayanan bagi disabilitas fisik. Fokus Ini

meliputi:Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Pada Layanan Bus Rapid

Transit(BRT) kota Makassar baik#/Gaci segi biaya, jarak, dan waktu dan Upaya

\-r. Bus Rapid Transit(BRT) Kota

pemerintah daam memebe

7

¥ raksi satl 'sama.
o
A

dengan

2. .TE_ i merupakaf hambatan bagispei catilitas fisik jika
oY)

l - pendandang

yang satu tempat

di kota Makassar
memberikan kenyamanan bagi pengguna penyandang disabilitas.

4. Biaya merupakan factor yang sangat menentukan dalam kegitan
transportasi termasuk bagi penyandang disabilitas fisik dalam penetapan

tarif, dan alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat yang
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seefisien dan seefektif meungkin untuk mengases jasa layanan Bus Rapid
Transit Mamminasata

. Upaya Pemerintah dalam pemberian layanan bagi penyandang disabilitas
pasa Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata di Kota Makassar dalam hal

pemenuhan kebutuhan masyaraka yang memeliki keterbatan dan akses

berhasil

alitas dan



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama dua bulan

yang dilaksanakan mulai dari tanggal 6 juni sampai dengan 06 Agustus 2017

menghasilkan data deskriftif berupa fakta- fakta tertulis lisa dari orang
orang dan perilaku yang dapat diamati .
2. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Fenomenologi

kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan secara jelas

36
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tentang Aksesibiltas Penyandang Disabilitas Fisik Pada Layanan Bus
Rapid Transit (BRT) Mamminasanta Kota Makassar.

C. Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data

primer dan data sekunder
1. Data primer, berupa e Zantor Perum Damri dan pemberi
4@ |

akassar serta lembaga

D. Informan Penelitian
Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000).

Berikut ini beberapa informan atau stackholder yang terkait Aksesibilitas
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Penyandang Disabilitas Fisik Pada Layanan Bus Rsfid Transit (BRT)

Mamminsata Kota Makassar.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

NO Nama Inisial Jabatan Ket
1 | Musran Hakim | MH Manager Usaha 1 orang
2 Saul S S Petugas BRT 1 orang

Abdul Samag

data yang menyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengana cara

pengumpulan data yang menyusun gunakan dalam penyususunan skripsi ini

adalag dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan

pengamatan secara lansung terhadap gejala gejala subyek yang diselidiki.




39

Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin
tidak diperoleh melalui interview atau wawancara. Dalam penelitian ini
observasi dilakuka ketikan diperlukan pengecekan lansung terhadap
Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Pada Layanan Bis Rapid

Transit (BRT) Mamminasata Kota Makassar.

2. Wawancara adalah p“\.- oleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tan

F. Teknlk
. ,.ru, Lﬂ. e jﬁ:ﬁ ) engolah data dari

hasil penel |an menja diperleh, dikerjakan dan
dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan
dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model analisa interktif (interktictive model of analysis).
Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman

dalam sugiono (2013) ketig komponen tersebut yaitu:
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1. Reduksi data adalah komponen pertama analisis sata yang mempertegs,
memperpendek , memebuat fokus, membuang hal yag tidak penting dan
mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat
dilakukan.

2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat

. Penyajian data dalam bentuk

ditariknya suatu kesimpular

gambaran, ske

nggunakan metode
triagulasi, dimana metod akan kebenaran data
dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya serta pengecekan pada
waktu yang berbeda. Triagulasi terdiri atas tiga bagian, antara lain :

1. Triangulasi sumber data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian menganalisis mana data
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yang sama dari sumber yang didapatkan sehingga menghasilkan suatu
kesimpulan selanjutnya dibuatkan kesepakatan (member chek) dari
sumber data.

Triangulasi metode

Dilakukan untuk menguji sumber data, memiliki tujuan untuk




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian
Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan ini

bertujuan untuk memberi gambaran yang komrehensip tentang objek penelitian

dan juga menjadi bahan inmenganalilis lebih lanjut tentang
Aksesibilitas Penyandang.-Pis aela

bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah

kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar
ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km2. Jumlah kecamatan di
kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara

kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu

41
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kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan
Biringkanaya.Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten
yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan
kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat

dengan Selat Makassar.

Gambaran selintas mengepék ‘lokasi dan kondisi geografis Makassar,

memberi penjelasan ba -/ ota Makassar memang sangat

Y S MUH I
0 .‘5\.. 4 jawpun politik. Dari sisi
e’;i P‘IKASS qz@ﬂ afunya akan lebih

g \\d“'h

i“ﬁll_g

strategis dilih

di kawasan Timur e Saat i ota Makassar dijadikan inti
pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.Sejarah Perum Damri kota
Makassar
Gambaran umum Perum DAMRI Kota Makassar

merupakan perpanjangan sejarah warisan dari perusahaan angkutan

semasa pendudukan Jepang di Indonesia pada kurun tahun sekitar 1943, yaitu
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dari semulanya bernama Jawa Unyu Zigyosha-sebuah perusahaan angkutan
barang dengan truk dan cikar dipulau jawa serta Zidosha Sokyoku adalah
sebuah perusahaan angkutan penumpang bus. Pada saat kemerdekaan Republik
Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 kedua perusahaan angkutan

tersebut direbut paksa oleh para pejuang Indonesia dan diserahterimakan

kepada Pemerintah Republik Indefiesia yang kemudian mengelolanya dibawah

elfntah Republik Indonesia, kedua

telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :31

Tahun 2002 status DAMRI diubah menjadi Perusahaan Umum DAMRI
dengan lapangan usaha berupa angkutan bus kota, angkutan perintis, angkutan
antar wilayah,angkutan wisata serta jenis angkutan lainnya yang dimungkinkan

oleh peraturan perundangan yang berlaku
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3. Visi dan Misi Kantor Perum Damri Kota Makassar .
Visi
1. Menjadi penyedia jasa angkutan jalan yang aman, terjangkau, berkinerja

unggul andalan masyarakat Indonesia dan regional Asean.

jalan berkelas dunia (World Class Land
\N afe) berkualitas prima (High

2. Misi

a) Menyajikan Iayanan angka

Transportati

dalam bagan organisa organisasi akan menjadi jelas,
letak tanggung jawab dari masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi
pada Perum Damri cabang Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan tertinggi di Perum Damri cabang Kota Makassar

terletak pada General Manager, GM Perum Damri cabang Kota

Makassar yaitu, M. llyasHarianto
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2. Dibawah General Manager ada Manager Usaha yaitu Misran Hakim,
Manager Keuangan dan SDM yaitu Rahman Ulle,danManager Teknik
yaitu Hermanto.

a) .Manager Usaha membawahi, 4 orang bagian pool, 6 orang staff

usaha, 20 orang pengawas angkutan, dan 66 orang crew atau

pengemudi /\
b) .Manager Ketfai aembawahi, 2 orang personalia, 5
: -,/ <D

. Aqm " N enik, 3 orang staff
# \.@.K ! q ,
S \\\“ fl.f/

..-r" uh, ‘ﬂﬂrﬂb' l,‘*‘rl! oY a
““‘15- &z ¢

beroperasi di koridor Il dengan tipe mini Bus sebanyak 7 unit yang berkapasitas

33 penumpang pada tahun 2014. Pada tahun 2015 Pemrintah Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai pemegang otoritas BRT Mamminasata mengganti tipe Mini Bus
Marcedes bens 6000 cc. Kapasitas penumpangnya sebanyak 60 orang dengan

rincian 34 orang duduk termasuk 8 kursi prioritas dan 26 pasang pegangan untuk
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orang berdiri. Saat ini jumlah BRT Mamminasata yang terssedia sebanyak 30 unit

yang didatangkan secara bertahap. Pada tahun 2015 sebanyak 15 unit dan pada

tahun 2016 sebanyak 15 unit. Sema bus yang disediakan merupakan bantuan dari

Pemerintah Pusat melalui dana hibah Kementrian Perhubungan. Berikut ini,

jumlah koridor dan rute secara rinci akan dijelaskan pada tabel berikut ini

Tebel 4.1. Rute Bus Rapid Traminasata

NO | KORIDOR

,/’l

KET

A Ol RefOMial
NKAsﬁJ”
|

Belum

Beroperasi

Sudah

Mall Panakukang - JI. AP
Pettarani — JI. Sultan Hasanuddin

j:. ™ Beroperasi
o) -T (a8 . E’h
”&r«mﬂ“ T
Sl - S A D30 uurlllﬂ,,v— )
Ratu Indah) — JI. Kakatua — JI.
Gagak — JI. Nuri — JI. Rajawali —
JI. Metro Tanjung Bunga — Transs
Studio — Mall GTC
3 I Halte Bandara Baru — JI. Perintis
Kemerdekaan (Daya) — Depan Sudah
Kampus Cokro — Depan Kampu | 21.8.
UMI — Depan Kampus Bosowa — Beropersi
JI. AP Pettarani — JI. Boulevard — KM
(Tahun

2015)
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— JI. Poros Gowa — Terminal
Palangga.

Terminal Palangga — JI. Poros
Gowa — JI. Sultan Alauddin — JI.
AP Pettarani — JI. Boulevard —
Mall Panakukang - JI. AP
Pettarani — Fly Over — Depan

Kampus Bosowa — Depan
Kampus UMI — JI. Perintis
Kemerdekaan , — Sudiang -

Bandara Ba

21.8 KM

Sudah
Beroperasi

Belum
Beroperasi

Wa JI. 0S
Bontomanai Barombong - JI. | 16,3 KM
Tanjung Bayang — Mall GTC —
Trans Studio .
Vi Trans Studio Mall GTC - JI. | 16,3 KM Belum
Poros Barombong Bontamanai — Beroperasi
JI. Poros Gowa Takalar -
Terminal Palangga.
Terminal Palangga — JI. Poros | 25 KM Belum
Gowa Takalar — Terminal Takalar Beroprasi
Wl Terminal Takalar — JI. Poros| 25 KM

Gowa Takalar — Terminal
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Palangga
Terminal Takalr — JI. Galesong | 30 KM
Selatan - Galesong Utara -
Barombong.
8 VI Barombong — JI. Galesong Utara | 30 KM Belum
— Galesong Selatan — Galesong Beropersi
Utara — Barombong
9 IX Terminal Daya — JI. Lingkar | 25,4 KM Area
Tengah — Bontomanai — JI. Poros
Gowa Takalar —  Terminal
ingkar Luar 25 KM Area
B W
Pengemba

ngan

f'{,\s WUHAM v

Te \ Nt ;/‘,;

""" \-h."lu-..i' 6&031 43 '-'r.-val.._“
\s h"-!"w;

‘}d.“mun.

Disamping itu, melayani pengguna Bus
Rapid Transit (BRT) Mamminasata masih disesuaikan dengan jumlah partipasi
masyarakat untuk nmenggunakan transportasi tersebut. Hal ini dapat kita lihat
pada koridor 11 dan Ill, pada hari kerja hari senin sampai jumat, jumlah Bus yang

beroperasi yaitu 7 sampai 8 bus/ hari dan setiap Armada Bus beroprasi 6-7 ki rit.

Sedangkan pada hari weekend ( Sabtu — Ahad) mengalami penambahan Armada
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Bus beropersi yaitu mencapai 10 sampai 12 bus. Perbedaan yang sangat jauh

terlihat pada koridor IV, jumah bus yang beroperasi setiap harinya ( Senin —

Ahad) yaitu hanya satu armada bus. Hal ini disebabkan oleh rendahnya

minatmasyarakat menggunakan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata pada

koridor ini.

Tabel 4.2 Laporan Hasil O

al BRT Tahun 2016

NO Bulan SO| H PNP Pendapatan L/P
1 Januari - 198,874,000 | 12%
Februari J ~ ) 8,770,00 | 11%
’ 0 | 12%
00 | 14%

‘. = -l'
858, ) 3 000 | 16%
,026. 74 ,000 | 13%

[ 7
Juli ) 89,000 | 14%
A *a
Agust\ /463,000 | 13%
Septembe L 4,684,500 14%
- E

Oktober P 111,687,000 | 12%
Nopember | 16 | 493 , 127,013 | 28,415 127,717,000 10%
Desember |20 | 868 6,046 | 226,010 |57,419 258,246,000 11%
Jumlah 5,459 | 37,912 | 1,369,614 | 400,612 | 1,876,886,000 | 13%

Sumber :Perum Damri Hasil Operasional 2016
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Disamping itu, tarif Bus Rapid Transit Mamminasata terbilang cukup
murah dibadingkan dengan transportasi umum lainnya yaitu RP.4.500 (empat ribu
lima ratus rupaiah), apalagi ditambah dengan fasilitas yang bagus, setiap hari
beroperasi mulai pukul 07:00 wita sampai 18.00 wita. Setiap bus masing masing
berjarak 15 menit untuk rengtang waktunya. Sehingga waktu menunggu pada
setiap halte yaitu 15 menit Apgan keteapatan waktu setiap bus. Perum
DAMRI memiliki petugas nO=berfungsi sebagai timer. Timer

/-F 5 MUHA \ tang berangkat.
- Q:L \k P.KASM-/Q an dibeberapa titik yang
PN

&1‘1'#!"!!'1'/ eI fungsi
‘*‘::\;'* -&LL ,_;g:_% e laporan

Pengemudi
Kondektur

Skema 4.1 Teknis Operasional

6. Struktur Aktor Kelembagaan
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasrulhag (2016) menyatakan
bahwa kebijakan Bus Rapid Transit (BRT) Mammnisata diinisasi oleh pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informasi
(Dishubkominfo). Inisiasi tersebut diawali dengan studi penyususunan Pola
Transportasi makro (PTM) Mamminasata yang pihak ketigakan kepada PT. Citra

Wahana pada tahun 2011. Pa

Detail Enginering .-'- ‘ansit (BRT) Mamminasata yang

2, Pemerintah Provinsi menyusun studi

pihak ketiga -
2R

i ""'-".-"‘\aab,gg!'u
Y Sz

sebagai kelompok pendukung elama pengurusan administrasi
kendaraan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pengaturan
admnistrasi banyak ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pada
prinsipnya, Pemerintah Kabupaten dan kota menjadi kelompok pendukung

langsung. Dengan demikian, eksistensi BRT Mamminasata sangat bergantung

pada berbagai pada kelompok yang ada. Secara sederhana, struktur kelembagaan
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aktor yang terkait dengan Bus Rapid Tansit (BRT) Mamminasata dapat kita lihat

pada skema berikut:

Pemerintah Pusat

Pemberi Hibah

L

4 —
/ ! \\ Pemerintah
Perusahaan F‘/{ip‘ﬁ ’W".UH 4&! a?upaten/ Kota
Konsultan ) : P!.KAS s 4 4!‘ ? s(fzinan Pembebasan
Kontraktor 4 A\ | Q Q.-. lahan

-

~

B. Hasil Aksesibiltas Penya K Pengguna BRT Perum Damri

Kota Makassar

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang
sama dari pemerintah, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus atau
penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik tidak hanya menjadi
urusan Dinas Sosial tetapi mereka juga memebutuhkan aksebilitas dalam bidang

pendidikan,kesehatan terutama dalam bidang pelayanan transportasi. Oleh karena
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itu peneliti akan mendeskripsikan bagaiamana aksebilitas penyandang disabilitas

fisik dalam layanan bus rapid transit (BRT) maminasata kota Makassar.

1. Lingkungan
Lingkungan bagi penyandang disabilitas fisik merupakan keadaan sekitar

yang akan mempergaruhi, keamanan dan kenyamanan bagi penyanadang

disabilitas fisik. Lingkungan yél ilah, dan bersahabat merupakan harapaan

as tidak hanya

,,,,,

cacat nam a kemandirian dan

kenyamanan bisa dirasakan dan untuk menciptakan interaksi dengan
lingkungan yang nyaman. Hal ini di tegasakan oleh salah satu pengguna BRT
Mamminasata Kota Makassar :
“ kalau saya sejauh ini belum pernah kudapati penumpang yang tidak
baik, karena petugas disini mermberikan arahan,begitu juga kalau mau
kha turun dari bus na kasih juga arahan, sedangkan kalau didalam bus

disitu memang sudah disediakan khusus penyandang disabilitas,tapi
kalau dari segi kenyamanan menunggu bus sudah bisa dikatakan
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nyaman,tapi kalau dari segi kebersihan, belum bisa dikatakan bersih”
(hasil wawancara AR jum’at 7- Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa
kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna Bus Rapid Transit Mamminasata
Kota Makassar sudah cukup baik hal ini dilihat dari sikap petugas yang cepat

tanggap, apabila ada pengguna BRT yang merasa kebingunan dalam

a petugas
a temukan
A biasa sok

etahui bahwa
oleh petugas

. Dalam hal ini

gga memberikan rekomendasi
kepada orang untuk menggunakan Bus Rapid Transit ( BRT) Mamminasata
sebagai moda transportasi. Hal ini di dukung oleh adanya rasa senang yang
dirasakan mengenai fasilitas yang memberikan aman dan nyaman, sebagai
solusi untuk megurangi kmacetan dan sosialisasi kepada orang lain. Selain dari

jaminan keaman lingkungan pelayanan yang ada tidak kalah penting rasa puas
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pada pengguna BRT. Dalam hal ini kompetensi petugas pemberi pelyanan

publi harus dengan tepat berdasrkan kemampuan yang dimiliki oleh petugas.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan
dimana sikap petugas terhadap pengguna BRT cukup ramah ini di rasakan

pula oleh peneliti dimana saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

informan, selain itu peneliti .-A- ah,_berkunjung di kantor Perum Damri.

S MUHZ4
menaya Q.%‘igk A b SA%I’ alg, disabilitas. Respon

q» O i s
\l\@ l!! .#/;g 'L \*

Peneliti mewancarg ena penyandang disabilitas

pengguna B
ragu untuk
sangat mendukung bagi para penyandang disabilitas untuk menggunakan jasa

layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata.

Selain rasa aman,nyaman di lingkungan sekitar tempat menunggu Bus
Rapid Transit, yang dibutuhkan ada fasilitas yangh mendukung bagi

penyandang disabilitas. Fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas fisik
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yaitu berupa halte yang menggunakan jalur khusus atau fasilitas yang di
legakapi tangga landai. Tangga tersebut digunakan para penyandang disabilitas
bagi pengguna kursi roda untuk mengakses jasa layanan BRT agar semakin
mudah menggunakan jasa layanan BRT tersebut. Sementara itu pintu masuk
dan keluar bagi penumpang sudah didesain lebih luas. Pintu yang luas pada

BRT semakin memperm

wandang disabilitas khususnya tuna daksa

tﬁﬁ"”

“ karena adanya pintu ar-anatara halte dan bis yang berhenti,
tentu ini menyulitkan bag| kaml yang prnyandang tuna netra, dan juga
pengguna kursi roda karena antara pintu keluar atau masuk tempat
sinngahnya bis itu terlalu curam dan di dalam bis ini masih kurang
kursinya masih sempit, jadi kasian kalau ada pengguna kursi roda
yang naik tidak bisa terlalu bergerak, padahal di halte sudah ada
disiapakan jalur khusus” (hasil wawancara AR 7 juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dikatakan

bahwa Sarana Bus Rapid transit masih banyak penyandang disabilitas merasa
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kesulitan dalam mengakses jasa layanan Bus Rapid Transit. Hal ini
dikarenakan Space yang masih lebar antara halte dengan bus selain itu, Ramp
pada pintu keluar atau masuk masih curam bahkan hampir mencapai 45 derajat.
Tentu hal ini menyulitikan penyandang disabilitan dalam menggunakan BRT

baik penyandang tuna netra maupun tuna daksa. Selain itu Ramp dan Space

selalu berbatasan Iangsunon atau benda yang lain tanpa ada
space bagi pengguna ki an bagi penyandang disabilitan

naik turun dari ‘/-th.--- MUH{' atupjuk alarm atau sinyal
suara bat Q.; PK‘ Si mq \L. mereka selalu
W &%
,-h 7 )

, alah sz
:\\xgliy//,

ula dir
H-:-.:; WM 1‘5\'%’ 9 Viai
i_ﬂ' w ata Kotavla

enyamanan,
p|ntu halte

Mamminasa Kota Makassar. Dalam Bus Rapid Transit Mamminasata
pengangan terlalu tinggi, tidak ada penggait untuk pengguna kursi roda dan
tempat duduk sehingga kurang memberikan kenymanan bagi pengguna BRT
terutam bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang ada
khususnya tuna daksa atau pengguna kursi roda biasanya hanya digendong

pihak keluarga untuk nair BRT, karena memang minimnya sarana fasilitas bagi
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tuna daksa apa lagi ketinggian halte yang masih curam atau tinggi tanpa di
lengkapi fasilitas yang memadai. Hal ini seolah bahwa membuktikan bahwa
kemudahan transportasi hanya milik kaum normal saja.

Hal ini sesuai observasi peneliti yang temukan di lapangan mengenai

sarana dan prasarana dibeberapa tempat memang belum standar bagi

penyandang disabilitas. Hal ini tg
tempat menunggu BR / aMalur khusus atau tangga landai.

afi g‘qﬂ ‘MUHﬂ \ pohon, bangunan,trotar
ﬁ“ﬂ’;wﬁss% KON .

“‘ an bagi pendang
\\d hﬁ# .

‘r' ql""

arena dlbeberapa tempat masih banyak

Ramp yang

yang tinGg
7 ¢

j minasata
ﬂ..) bilitas  untuk

at menyimpulkan

sata belum memenuhi
standar. Hal ini terjadi Ka ] belum bisa diakses
seperti bagi penyandang tuna netra belum bisa menikmati fasilitas transortasi
ini dengan nyaman, karena jalur khusus bagi mereka hanya tersedia dibeberapa
tempat saja. Miasalnya fasilitas pada trotoar jalan yaitu fasilits yang dilengkapi

giude atau biasa disebut dengan track atau juga guilding block. Guilding block

ini berfungsi untuk membantu para penyandang disabilitas terutama bagi
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penyandang tuna netra dalam memudahkan mangakses jalan dengan
pembuatan block yang berbeda dengan blok trotaoar yang berbeda

Pelayanan transportasi di kota Maassar sudah tergolong mulai
mengadospsi kebutuhan penyandang disabilitas fisik. Menjadikan lingkungan

yang aman bagi penyandang disabilitas dan melengakapi beberapa fasilitas

yang masih sulit diakses oleh pefya ng disabilitas seperti masih kurangnya

anya sebagian saja
yang memiliki jalur tersebut.-Hal"seperti-masih sering kita jumpai di hampir
semuua bangunan termasuk halte BRT Mamminasata. Pihak pihak yang
berwenang melakukan pembangunan sarana gedung atau bangunan lainya
belum banyak mempetimbanngkan kemudahan akses bagi penyandang
disabilitas. Hanya pada sejumlah kecil fasilitas fublik yang terlah teraksesibel

bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi upaya pelayanan tersebut ternyata
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dalam prakteknya tidak selalu memberikan keberadan pada penyandang
disabilitas. Beberapa hal teap saja kurang memeperhatikan keberadaanya para
penyandang disabilitas sebagai pengguna BRT. Penyandang disabilitas masih
mengalami kesulitan dalam mengakses Bus Rapid Transit Mamminasata

terutama penyandang disabilitas pengguna kursi roda . Sarana dan prasarana

yang aksibel juga harus min universal dan layak untuk individu,
mudah, nyaman, «* Tapi hanya ada satu halte yang
yang layak dig# e -., ota Makassar yaitu di
&?K Ned'y 5 ﬁ.-' q arsebut didesain
0 k lahan

5 \\uﬂh hf//’

'-" W%u rk u_..¢ U) *’ﬁ 34 28 dimana

-
'v? {00 ir untuk
D .

yamanann dan fasiltas disambut

hangat oleh masyarakat kota Makassar secara umum, apalagi menjajikan dapat

diaksess semua masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas di kota
makassar.

Jarak juga merupakan salah satu hal perlu diperhatikan dalam penentuan

jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain berupa halte yang pastinya tentunya
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harus ditempatkan pada kondisi yang strategis ketika masyarakat
membutuhkan jasa layanan BRT. Selain itu jarak juga ini harus juga menjadi
perhatian ketika menentukan antara suatu tempat ke tempat lain apakah jarak
terlalu jauh atau terlalu dekat sehingga ketika masyarakat yang berdomisili di
di sekitar wilayah tersebut tidak mengalami kesulitan maupun penyandang
disabilitas selaku pengguna ata makassar.
Penentuan suatu_jafa ‘/ \r okasi lain harus lah menjadi
tanggung jawak (:Pw% MUH ﬁ\r hubungan maupun dari
/ P.K AS q q h. angan kebutuhan
AN

il i adi lebih

o \'\iﬂhﬁ#f o

T‘Hﬁ’" taa g S0 damri

_4-{‘»".' .

pengguna layanan termasu penyandang disabilitas. Tentunya
dengan jarak yang ada sejauh ini memberikan akses yang mudah
sehingga tujuan tersebut dapat dicapai” (hasil wawancara D 3 juni
207).

Bedasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sejauh ini
jarak yang ada bedasarkan wilayah yang ada cukup memberikan kemudahan
dalam mengakses Layanan BRT berdasarkan wilayah yang ada di kota

makassar selain itu adanya penambahan halte yang dilakukan terkait dengan
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adanya wilayah yang tidak memiliki halte sehingga mempermudah atau

memperluas akses layanan BRT di kota makassar

Akan tetapi upaya pelayanan tersebut dalam prakteknya tidak selalu
memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Hal ini yang menjadi

hambatan adalah jarak dari halte yang satu ke halte berikutnya, contohnya

adalah sepanjang jalan A.P. Pe c:A% aya terdapat dua halte saja, selain itu di

Q a memang
v\'; ditambah lagi
'\\ : agl ' kami untuk
. & atymengerti” ( hasil

penyandang disabilitas dalam mengkses jasa layanan tersebut, namun masih
banyak yang terdapat halte memiliki jarak yang terbilang cukup jauh, sehingga
hal menjadi sulit untuk penyandang disablitas, selain itu pengguna BRT bagi
penyandang disabilitas masiug mengalami hambatan. Dalam hal ini juga

pengguna BRT terutama bagi penyandang disabilitas masih banyak belum

merasakan kenyamanan,misalnya kenyamanan dalam menggunakan BRT yang
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masih sempit, sehingga hal ini penyanang disabilitas masih kurang bebas
dalam bergerak. Hal ini juga yang selalu dirasakan oleh penggunaa jasa
layanan Bus Rapid Transit Mamminasata adalah penempatan halte dengan

jarak yang berjauhan:

“yang selalu membuat kami adalah halte yang berkejauhan dan

kedatangan bus yang belt: Qz jelas,selain itu dari halte ke yang satu
tidak semua meme u tidak semua bisa lengkapi dengan
tangga khusus ¢+

Juni 2017)
/;F& 3l j.i" ;\: diatas dapat diketahui
QP&{ p“ 4@ ~ disabilitas dalam

0asata ll" ol

a€l\val caclaii
/%‘. nyal nda ';\}

1\\”“

Bus Rapid Transit Mamminasata. Selain dengan jarak yang berkejauhan jadwal
kedatangan dan keberangkatan bus yang belum teratur dengan baik. Dengan
hal ini yang jadwal keberagkatan dan kedatangan Bus Rapid Transit
Mamminsara tentu menjadi masalah bagi penyandang disabilitas, meski dalam
hal ini bukan keinginan pihan Damri, seperti yang kita ketahui bahwa dalam

perjalanan banyak hambatan yang dilalui oleh BRT misalnya menghadapi
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kemacetan hal ini tidak bisa dihindari. Namun untuk biaya tidak dibebankan

pada pengguna BRT, melihat hal ini salah satu keringanan bagi pengguna BRT

dalam mengakses jasa layanan Bus Rapid Transit sedikit meringankan.
Berdasarkan  penjelesan oleh informan diatas, peneliti

menyimpulkan bahwa dengan jarak halte yang masih berkejauhan membuat

para penyandang disabilit asulitan dalm mengakses jasa layanan Bus

Rapid Transit Mammif k Perum Damri selalu
- @,‘5 MUH,{,I Jntuk memuaskan kepada

berusaha \f{ = rpaika
ASS |

para peng ‘3‘* @P.K pehar P gar merasa

W <

Transit

kegiatan ataupun aktivitas yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat. Selain
itu kebutuhan transportasi juga tak lepas dari kebutuhan masyarakat yang

dijadikan sebagai mata pencaharian.

Biaya juga harus memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat
sehingga harga yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa terhadap masyarakat

dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sehingga harga tersebut dapat
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terjangkau dan murah. Tentunya dengan kondisi seperti itu dapat meningkatkan
pada penggunaan jasa transportasi umum dalam hal ini Bus Rapid Transit
(BRT). Selain itu dalam penentuan biaya dalam penggunaan suatu transportasi
tentunya tidak sekedar hanya biaya yang murah dan terjangkau. Tetapi

bagaimana pelayanan atau kenyamanan yang di dapatkan harus sebanding

i m-:,{-i# "’WI’ *
b

AS Vaig aéla
o

AU 0

Khususnya bagi penyandang disabilitas selaku pengguna, faktor penting
bagi penyandang disabilitas adalah biaya yang merupakan harga yang telah
disediakan, biaya tersebut denga ketentuan yang ada, tidak melebihi harga yang
ada dan tidak kurang dari harga tesebut. Biaya merupakan salah satu dari

standar pelyanan publik. Biaya pelayanan termasuk rincianya harus di tentukan
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secara konsisten dan tidak ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas fisik.
Namun biaya yang dikenakan bagi penyandang disabilitas fisik tidak
dibebankan biaya, sehingga para penyandang disabilitas akan sedikit
meringankan beban dalam mengakses jasa layanan Bus Rapid Transit

Mamminasata. Hal ini juga ditegaskan petugas BRT Perum Damri Cabang kota

Makassar:

hada penyandang disabilitas,

“kami tidg ;
amll / o nG M{_,E el s atakan tidak ada, kami
alo sl *\L M a dia juga perlu

a sedikit”(hasil
Juga 1\1‘!1!!* ff’ /

\E:ﬁﬁ . UF 3Us Rapid

ransit

mammpnisata

“kalau biaya bagi saya bukan menjadi hambatan karena kadang kami
diberikan perlakuan khusus pada petugas misalnya tidak dikenakan
biaya ataupun gratis kemanapun tujuan yang ingin dicapai. Dan
tentunya ini bagus karena tentunya membuat saya semakin minat
dalam penggunaan bus rapit transit”. (hasil wawancara B 7 juli 207).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, Kita dapat

mengetahui bahwa biaya bukan hambatan bagi penyandang disabilitas fisik
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untuk mengakses jasa layanan Bus Rapid Transit Mamminasata. Selain dengan
biaya yang tidak terlalu dibebankan kepada para penyandang disabilitas tentu
ini akan sedikit meringankan beban bagi penyandang disabilitas dalam
mengakses jasa layanan Bus Rapid Transit Mamminasata.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti yang temukan
san biaya yang di tentukan oleh pihak
\“ sepenuhnya dibebankan oleh

arga sehingga hal
<

dilapangan bahwa mengenal

Perum Damri Cabana

pengguna BR /ﬂ"";‘hr-r MLIH# .
i sedi ﬁa«»‘,‘yKthﬁw*

e i& dﬂi&%
5

K'dalam mengases

nat-yals. oiihgka mere
L “‘W-ﬁﬁﬁ‘“"m

Bt

Transit Mamminasata. N
penyandang disabilitas dapat sedikit meringankan beban untuk menggunakan

Bus Rapid Transit.

C. Hasil Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Layanan Bus Rapid Transit
(BRT) Mamminasata Bagi Penyandang Disabilitas.

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia

Timur dengan segala kompleksitas yang ada di dalamnya termasuk sistem
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transportasi. Pengelolaan sistem transportasi di Kota Makassar dibagi menjadi
tiga, yaitu pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas
Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan ada yang dikelola langsung oleh
Kementerian Perhubungan. Begitupun dengan pengelolaan jalan yang juga terbagi

menjadi tiga tipe yaitu jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional yang tentunya

1. Saranad

'-:-:

a,‘%} el ‘%er ;

Sive

dikelola ole
yang ditunj aloi dari bus ie . Armada bus yang berjumlah
30 unit tersebut adalah bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan yang
diperuntukkan bagi pengembangan transportasi umum di Sulawesi Selatan
khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan melalui Dinas Perhubungan selaku pengelola BRT Trans Maminasata

telamh membangun insfrastruktur berupa jalur bus dan halte sebagai
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penunjangnya, saat ini sudah terdapat 115 halte yang beroperasi sebagai lokasi
naik turunnya penumpang yang membentang sepanjang jalan di Kota
Makassar. Namun baru sekitar 40% yang dapat dikatakan layak sebagai tempat
naik turunnya penumpang sisanya masih dalam kondisi ‘seadanya’ dan

cenderung kurang terawat. Pemerintah berupaya untuk melakukan perawatan

dan pengembangan terhadap halte’ s halte yang sudah ada. Namun, dibutuhkan
partisipasi aktif dari_ma siifguna halte untuk sama —sama
L=

erlampau terhalang
oleh panjangnya lintasa alte sekitar 1 meter,
panjang lintasannya minimal 12 meter agar tidak menyulitkan pengguna kursi
roda untuk naik diatasnya, sementara yang ada sekarang ini hanya 8 meter,
itupun dengan negosiasi yang cukup lama dengan pemilik bangunan

dibelakangnya. Menyikapi hal ini, akan dilakukan koordinasi dengan pihak —

pihak terkait agar dapat ditemukan solusinya. Hal ini ditegaskan juga oleh
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pihak perum Damri Kota makassar sebagai salah satu operator Bus Rapid
Transit:

“ untuk penambahan halte di kota makassar ini merupakan sesuatu
yang sulit,karena banayak masyarakat tidak mau di tempati
pembangunan halte di depannya bangunan, contohnya sepanjang di
JI. A.P. Pettraani hanya terdapat dua halte saja itu pun memerlukan
waktu negosisasi, itu salah satu hambatan bagi kami, makanyan hanya
terdapat beberapa halte besar saja” (hasil wawancara MHI12 juni
2017).
Penempatan halte pada~<g awmemerlukan waktu negosiasi yang

cukup lama pada

Ilngku 'nnﬁ
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5&"‘ ,,: \1 h’-" ’.h 1t J
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pembuatan block yang berbeda dengan block trotoar yang lain. Akan tetapi,

trotoar tersebut menjadi tidak dapat berfungsi maksimal bagi para difabel
karena alih fungsi trotoar menjadi lahan parkir atau tertutupi pedagang kaki
lima seperti yang terjadi di Jalan A.P. Pettarani. Hal ini di tegaskan oleh salah

satu informan pengguna BRT Mamminasata Kota Makassar :
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“kami memang biasa merasa kesulitan untuk naik halte karena tinggi
trotoar dengan tangga halte,selain itu trotoar yang ada lebih dipadati
pedagang kaki lima atau dijadikan lahan parkir, jadi untuk
penempatan penempatan halte, jadi mungkin ini yang menjadi
hambatan bagi pemerintah untuk penambahan halte, sehingga halte
halte yang ada jaraknya cukup jauh dan susah dijangkau bagi
pennguna kursi roda” ( hasil wawancara R 13 juni 2107)

Hasil wawancara tersebut senada yang disampaikan oleh salah satu

pengguna jasa layanan Bus Rapid Transit Mamminasata Kota Makassar

“pemenuhan akse ; m optimal,misalnya di halte bus
mamminasatasstid andar kemiringanya masih

fa Stonder Ve alwitu adalah 1:12 atau 1:14
hehttapd bHJEJi’\F ada, berbentur lansung
erpustakaan daerah

/: Qg" \%P&kﬂ\ selin .‘q ‘? ||t angakses

S Nl
tf‘%«*\w i

setiap ada
penyandang
disabilitas. B2 Py oda, 21an YR g Fesp: ndang disabilitas,
tetapi selalu ini  pemenuhan
aksesibilitas bangunan di makassar masih dengan catatan. Dilevel perencanaan,
beberapa pembangunan halte sudah baik, tapi dilevel pelaksanaan dan
pengawasan masih sangat lemah.

Hal tersebut diatas sesuai dengan obeservasi peeiti selama dilapangan,

yang menemukan bahwa pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas
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terutama dalam menggunakan jasa layanan Bus Rapid Transit Mamminasata,
masih belum optomal. Hal ini dikarenakan masih banyanknya bangunan
bangunan termasuk bangunan halte yang masih sulit di akses oleh pengguna
BRT, selain itu bangunan halte yang masih yang ketinnginya kurang lebih 1

meter dan lintasan 12 meter. Sehingga pengguna kursi roda masih suit dalam

mengakses jasa layanan B
Berdasarkan pepi€! iforman datas, peneliti dapat

7 nS MUH

mentimpulkan-ha ~("ﬁ,$ Ndll K Jﬁh hagi~penyandang disabilitas
/.-J 6’%“"%‘(;\38"42@? disabilitas
pim “’\wthﬁ,y/ '

5ﬁd1r't <2 l"'uf"
*w.-ﬂ* Mﬁrﬁ# & J*-*

AR 2
S

ansit Mamminasata.

Ma

umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk

memperoleh kesempatan yang sama. Hal ini dilakukan dengan maksud agar
penyandang disbailitas dapat memperoleh dan memanfaatkan kesamaan
kesempatan seperti anggota masyarakat lainnya dalam berbagai aspek

kehidupan dan penghidupan sehingga dapat menunjang mobilitas dan
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kemandirian penyandang disabiitas. Namun dalam pemenuhan kebutuhan
penyandang disabilitas masih dirasakan kesulitan atau beberapa hambatan
dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas fisik dalam mengakses
jasa layanan Bus Rapid Transit Mamminasata kota Makassar. Berikut hasil

wawancara dengan petugas BRT Mamminasata:

a"-~. z
s kampus. (hasil

Qwa tidak semua

as adalah persoalan yang tidak
hanya menimpa penyandang disabilitas. Berbagai kalangan juga turut
merasakan miskinnya fasilitas yang terdapat di Kota Makassar. Fasilitas umum
yang menjadi hak bagi setiap warga tidak dinikmati maksimal oleh warga

Makassar. Hal ini ditegaskan oleh salag satu informan pengguna BRT
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Mamminasata dalam menggakses jasa layanan Bus Rapid Transit
Mamminasata Kota Makassar:
“kalau naik bus, masih ada masayarakat yang tidak peduli atau kurang
peka, karena mereka menganggap bahwa penyandang disabilitas

adalah orang yang aneh, dan merasa jijik, tapi hanya sebagaian tidak
semua pengguna BRT seperti itu” ( Hasil wawancara AR 7 Juni

2017).
Permasalahan sebagaimana disgbutkan di atas, menjadi penghambat dalam

mengubah  birokrasi men ,L.;ri'/\"- i

terpinggirkan, ya oy IﬁdH m ndasar di dalam dan diluar

po |
birokrasi € nri‘h P;‘*\ HS 84# ﬂ'\»- g masih sangat

)
.-r'.*' - 1:L4‘1.!!|Hj( /
Jw& u"..’.

kepada kepentingan kelompok

operintah untuk mewujudkan implementasi undang undang Nomor 8 Tahun

2016 bahwa tidak tercapainya cita-cita yang tertuang dalam Undang Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat mengindikasikan bahwa
implementasi undang-undang tersebut tidak terlaksana maksimal. Selain itu,
pemberian hak aksesibilitas bagi penyandang dsabilitas tidak mampu dipenuhi

oleh pemerintah Kota Makassar.



75

Berdasarkan hasil penjelasan informan diatas, peneliti menyimpulkan
bahwa masih adanya masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas
adalah hal yang aneh, dan kurang memepedulikan kehadiran ditengah tengah
mereka. Dal hal ini faslitas yang diberikanoleh perintah untuk menyandang

disabilitas dalam mengakses jasa layanan Bus Rapid Transit Mamminasata

belum sepenuhnya memenuhi €tandar bagi penyandang disabilitas fisik,

sehingga masih bany:

1l 3 Fesulitas dalam mengakses jasa
layanan Bus Rapic *\1 pﬁ* MUHA \
.w /q., P,KA‘:H, 44:

enangani administrasi dari para
penyadang disabilitas ini dan belum memiliki rencana atau program kedepan.
Terakhir upaya pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan hak
penyandang disabilitas yaitu, pada tahun 2015 telah dibuat Peraturan Walikota
Makassar No. 61 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak
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Penyandang Disabilitas yang mengatur mengenai teknis pemenuhan hak
disabilitas dan membahas mengenai aksesiblitas bagi penyandang disabilitas.
Rumusan dari Perwali yang ada saat ini berasal dari PPDI, hal ini dikarenakan
dalam Pasal 4 CRPD mengamanatkan bahwa proses pengambilan keputusan

dan kebijakan yang menyangkut penyandang disabilitas wajib melibatkan

enyandang disabilitas. Isi dari
a,dengan Peraturan Menteri PU

penyandang R, Sk Setiap petioas b"‘ 'us mempunyai skill

khusus atau kemampua erikan pelayanan dengan baik.
Sikap para petugas BRT harus mampu dipahami oleh penyandang disabilitas
fisik. Hal ini juga ditegaskan oleh petugas Bus Rapid Transit (BRT)
Mamminasata kota Makassar.
“Setiap Konektur atau petugas BRT memang ada pelatihan khusus
dan juga mempunyai jobdes masing masing,misalnya yang biasa kita

liat itu kan ada dua satu supirnya satu kerneknya, na itu memang
sudah dilatih,dan tidak sembarang yang kasih jalan bus,sama juga
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kalau petugas BRT beda juga ,kalau petugas BRT hanya terima
laporan sekian yang penumpang dari bus ini” ( Hasil Wawancara MH
Jumat 7-Juli -2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap petugas
atau Kondektur Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata sudah berkeja dengan
job atau sesuai dengan skill yang dimiliki,sehinnga semakin memudahkan
penumpang dalam menaiki BR
Dalam hal ini Pen .-/
pelayanan yane /ip?‘.‘ MUHJ'

j/’ \wwas Saq
/p

S Nl
§ > -.,.\\sfw

ama bagl penyandang disabilitas fisik.

uat, merasa cukup aman dalam

Al dapat diketahui tugas
-.\ .

khusus bagi pemngemudi atau petugas Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata

Kota Makassar pernah diadakan pelatihan tersebut guna untuk meningkatkan
kemampuan dan kualitas petugas atau kondektur perum DAMRI Kota
Makassar,. Selain Diklat untuk petigad dan kodektur perum damri juga
menegaskan komitmen terhadap kesejatraan karyawan salah satunya adalah

pesangon dan layanan kesehatan ,yang telah sesuai standar pemerinta.
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Pesangon yang diberikan yakni untuk mereka yang selesai masa tugasnya. Hal
ini juga telah disediakan ruangan khusus bagi penyandang disabilitas bagi
yang ingin menikmati Transposi Bus Rapid Transit Mamminasata Kota
Makassar dengan harga yang terjangkau.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di

lapangan bahwa petugas BRT.#Hilenjalankan dengan baik sesuai dengan
prosedur, meskipun tanfia \' stis,yang dimiliki. Hal dapat kita
ketahui respon /pﬁ MUH a’r%'\‘ ang di berikan oleh
: \i I\KAS-\“ qli‘,@u\‘ inasata sudah
/ o N

o= \\'\d“ihf
Y *”l 'L\s m
7 S

dimiliki.Hal ini sesuai dengan teori Lukman (2000) yang mengatakan salah
satu keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualaitas sangat tergantung
pada kepuasan masyarakat Terkait pelatihan dan pengembangan kemampuan
karayawan yang akan dia adakan nantinya, diharapkan ini dinilai mampu

memaksimalkan kemapuan yang dimiliki karyawan dalam melayani
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masyarakat atau pengguna Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata Kota
Makssar terutama dalam pelayanan penyandang disabilitas fisik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petugas
BRT dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas fisik yang terkait

dengan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dan laporan terkait

perilaku deksriminatif yang diberikan oleh petugas kepada peyandang
disabilitas fisik. Hal i /

Makassar :

ﬁ!ﬁr%}"

y-'l' ;u:%.#w )

tetapi sebagian Penyadang disabilitas memandang sikap karitatif atau santunan

yang diberikan petugas BRT kepada penyandang disabilitas adalah sesauatu
yang wajar. Mereka memaklumi drinya bahawa mereka mendapatkan bantun.
Hal ini sudah menjadi pandangan umum common senses sebagian penyandang
disabilitas. Akan tetapi, upaya pelayanan tersebut ternyata dalam prakteknya

tidak selalu memeberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas fisik. Masih
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banyak masyarakat yang kurang mempedulikan keberadaan penyandang
disabilitas fisik, perilaku dekskrimintif sering dirasakan bagi penyandang
disabilitas fisik terutama dalam mengakses Bus Rapid Transit ( BRT)
Mamminasata kota Makassar. Hal ini di tegaskan salah satu masyarakat

penyandang disabilitas dalam menggunakan Bus Rapid Transit ( BRT)

Mamminasata.

ng kurang peduli kalau kita

pang, meskipun
B 7 juli 2017 ).

Diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas merupakan
masalah nyata yang dihadapi penyandang disabilitas. Diskriminasi kaum
disabilitas menempatkan pada mereka dalam strata sosial yang rendah. Bahkan
tidak diberi peran yang berarti. Akibat lebih lanjut dari deskrimiasi ini pada

penyandang disabilitas menjadi berkurang dalam memperoleh hakya terutama
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dalam menggunakan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata Kota
Makassar. Pelayanan disabilitas fisik pada hakikatnya menjadi tanggung jawa
bersama pemerintah, pihak swasta, masyarakat, keluarga termasuk orang tua
dan penyandang disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu semua unsur tersebut

berperan aktif dalam mewudkannya. Dengan memberikan pemenuhan hak hak

penyandang disabilitas fisik, maka. henyandang disabilitas akan terjamin dan

terlindungi.

St #acﬂ Lga,?;»r" @

l,ﬂf/ .

bagi penyandang

elayanan yang sudah sesuai
dengan prosedur dan skill yang miliki, sehingga bagi penyandang disabilitas
bisa mersakan kenyamanan dalam menggunakan Bus Rapid Transit
Mamminasta Kota Makassar.

Berdasarkan penjelasan informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan

bahwa keberadaan penyandang disabilitas fisik masih ada yang bersikaa apatis
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yang tidak mempedulikan keberadaanya penyandang disabiliitas. Hal ini
tentuya terjasi deskrimasi yang bertentangan dengan undang undang nomor 8
tahun 2016 dan PERDA Kota Makassar NO.6 TAHUN 2013 tentang
pemenuhan hak hak penyandang disabilitas yaitu orang yang memenuhi

keterbatasan fisik,mental intelektual,atau sensorik dalam jangka waktu yang

lama dimana ketika berhadapansf&ngan berbagai hambatan. Masyarakat Kita

pada umunya masi ::/ at penyandag disabilitas

didepan G Fhﬁ MUHJ% "'M iamuncul adalah perasaan

belas kés Qﬁ'% \Pﬁ.‘n"ﬁsl—.;ﬂ § *EF e

| ar i :eberac Jang disabilitas fisi
gy @ 3

N |!~1¢,ﬁ}‘¢ul dan" ‘:- ¢ w Tl santun

ilaku santunan



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Aksesibilitas Penyandang disabilitas

fisik pada layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasat Kota Makassar, maka

ditarik kesimpulan sebaga
. Li ant T mampu memberikan
A TiHoK K 96 bao ;4 t Mamminasata
2 'q gas BRT sudah
o\ ,,E,. 7
—

'P
L]

-"-r‘-\-l, SN Y e L ofa Makis
aMma ‘ .-_;‘,f

sepenuhnya memenuhi standar bagi penyandang disabilitas fisik, sehingga

masih banyak masyarakat merasa kesulitas dalam mengakses jasa layanan
Bus Rapid Transit Mamminasata. Petugas BRT dalam melakukan
pelayanan bagi penyandang disabilitas fisik sudah memenuhi standar

pelayaan dengan skill atau kemampuan yang dimiliki

83
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka
dapat diajukan saran saran sebagai pelengkap terhadap aksesibilitas
penyandang disabilitas fisik pada layanan Bus Rapid Transit

Mamminasata Kota Makassar yang dapat diberikan oleh Perum Damri

Rapid Transit (BRT) Mamminasta yaitu

1. Untuk menvye 5 Ml"“/ﬂ E’ gi=penyandang disabilitas
isi lKh Squ 4\)@ plusi yang dapat

koordinasi  yang
berkelanjutan dengan organisasi yang menyuarakan atau mewakili
penyandang disabilitas fisik dalam pebangunan setiap aspek kehidupan

masyarakat untuk mengetahui apa yang telah dicita- citakan bersama.
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